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PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2016/PA.Sim

L
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara :
Penggugat;
melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04

Februari 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Simalungun Nomor 67/Pdt.G/2016/PA.Sim., tanggal 04

Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 19 Maret 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Huta VI Pasar Pagi
selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Huta |
Nagori Sidotani selama 3 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. Anak |, laki-laki, umur 3 tahun;

b. Anak Il, laki-laki, umur 2 tahun;
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kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat malasbekerja, sehingga untuk memenuhi biaya hidup rumah

tangga Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat;

b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal tersebut
diketahui Penggugat karena Penggugat melihat Tergugat sedang
berduaan dikamar Penggugat dan Tergugat bersama perempuan
tersebut;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b diatas;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak
sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lain,
akibatnya pada bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat mengantar Penggugat
pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu
sama lain;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara
ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua
Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 19 Maret 2012 atas
nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun,
telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf
serta diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:
1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat

yang bernama xxx;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang
lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah saksi selama satu minggu, setelah itu pindah kerumah ke rumah
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orang tua Tergugat serta telah dikaruniai anak dua orang, anak tersebut
berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan baik, namun satu tahun setelah pernikahan mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Tergugat malas bekerja sehingga
kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi dan Tergugat berselingkuh
dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah tidak pernah melihat dan mendengar langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita
orang lain kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2014, karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah
saksi;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, tetapi
sebulan yang lalu saksi bertemu dengan Tergugat dan Tergugat telah
menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

2. Saksi Il, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat
yang bernama xxx;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang
lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah saksi selama satu minggu, setelah itu pindah kerumah ke rumah
orang tua Tergugat serta telah dikaruniai anak dua orang, saat ini anak
tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan baik, namun satu tahun setelah pernikahan mulai sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Tergugat malas bekerja untuk
mencari nafkah sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi
dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan
Tergugat bertengkar, kaarena saksi satu rumah dengan mereka;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2014, karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah
saksi;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat,
sedangkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa
Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai Penggugat dalam perkara
ini adalah sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karena Tergugat malas
bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Terguga
berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak bulan Desember 2014
sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dan tidak pernah bersama lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka
1 s/d angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan
Penggugat angka 1 s/d angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
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172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan
Penggugat angka 1 s/d angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua
orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal 19 Maret 2012 dan telah dikaruniai anak dua orang;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak setahun setelah pernikahan;

4. Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi,
Tergugat pemalas bekerja dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan
lain;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan
Desember 2014 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak bulan
Desember 2014 sampai sekarang;

2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat;

3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:
1. Pandangan ahli hukum (ulama figh) yang tercantum dalam Kitab Ghayatul

Marom yang berbunyi

dalla Wl adde gllad Lea g ) e da gl due ) aae S53) 1Y)y -
Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka
Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya ;

2. Kaidah Fikih

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa
berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan
dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat,
maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk
dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor
3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor
29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan
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Agama Simalungun untuk mengirimkan salian putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk
itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Simalungun Nomor W.2/A12/275/HK.05/11/2016, tanggal 25 Februari 2016,
maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama
Simalungun Tahun Anggaran 2016);

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bandar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus

enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijrah, oleh Drs. Asman Syarif, MHI.,
sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, SH. dan Drs. H. Nummat Adham
Nasution, SH., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma

Purba, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota,
Dto
Drs. A. Shobirin Lubis, SH
Hakim Anggota,
Dto

Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH., MA.

Perincian Biaya :

Ketua Majelis,
Dto

Drs. Asman Syarif, MHI

Panitera Pengganti,

Dto

Dasma Purba, SH., M.H

1. Proses Rp. 50.000,-
2. Panggilan Rp. 300.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
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